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ABSTNACT
Subiects involved in criminal law are people and corporation. In banking crime when a corporale

involved, the law enforcement is frequently less cared aboit. Therefore, n wii be a need to do jurther
s-tudy ?n how a banking law regulates the corporation crime in Indinesia. Corporation in Banking Law
has a broader meaning than in Civit Law. Aform of corporation crime is raising fund from the con munity
without any license /rom Central Bank of Indonesia, Bank Indonesia.
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PENDAHTJLUAI\

Pembangwnnnasional krdonesiamenrpakan
upaya pembangurum yang b€rkesinambrmgan dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 dengan memperhatikan keserasian,
keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur
pembangunan diantaranya bidang hukum dan
ekonomi.

Hukum dan ekonomi merupakan dtra gejala
dalam masyarakat yang saling mempengaruhi guna
mewujudkan tujuan pembangruran nasional, yaitu
tercapainya masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Tujuan masyarakat yang adil danmaknur dapaf
dicapai, salah satunya harus ada keserasian,
keselarasan dankeseimbangan antamperkembangan
hukum dan ekonomi.

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini
sudah mengarah dan menyafu dengan pelkembangan
ekonomi regional dan internasional, sehingga
tantangan dan permasalahan yang dimunculkan
semakin kompleks dan rumit. Untuk itu diperlukan
penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, agar
berdaya guna dalam mencapai tujuan masyarakat
yang adil dan makrnur.

Pada masyarakat modern, perbankan
merupakan salah satu lembaga ekonomi yang sangat
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dibutuhkan untukmempermudah masyarakat dalam

melaksanakan kegiatan ekonomi. Namun disisi lain,

seringkali t€dadi kejahatan di lingkungan perbankan

dan sering disebut dengan kejahatan perbankan.

Pada setiap kejatntan, termasuk kejahatan

perbankan, selalu melibatkan pelaku dan korban.

Dampak kejahatan perbankan mernpuyai pengaruh

buruk pada perkembangan ekonomi masyarakat,

karena sesara riil yang menjadi korban dalam

kejahatan perbankan adalah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1998 tentang

Perbankan (Selanjutnya disingkat UU Perbankan)

merupakan wujud kebijakan di bidang ekonomi,

khususnya perbankan. Undang-Undang Perbankan

tidakmemberikandefnisi pngjelas tentang kejahatan

perbankan. Namun UU Perbankan menetapkan ada

3 macam tindak pidana yang diatur mulai pasal 46

sampai dengan pasal 50A. ketigabelas tindak pidana

tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 macam tindak

pidana perbankan yaitu :

l. Tmdak pidana perbankan yang berkaitan dengan

perijinarl

2. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan

rahasia bank.

3. Trndak pidana perbankanyang betkaitan dengan

pengawasan dan pembinaan.

4. Tindak pidana perbankan yang be*aitan dengan

usaln bank.

Dalam Hukum Pidana, pelaku kejahatan

adalah subyek hukum pidana" yaitu manusia dan
korporasi. Beberapa Undang-Undang di luar Kitab

Undang-UdangHukumPidan(selanjmyadisinglcd

KUHP) madefnisikankorporasi adalatrsekumpulan

orang dan atau harta kekayaan yang temrganisir, baik

be6adan hukum maupun bukan berbadan hukum.
Korporasi sebagai pelaku kej ahatan,

khususnya kejahatan perbankan seringkali tidak
dipedulikan terutama dalam proses penegakan

hukumnya. Misalnya pada kasus-kasus perbankan,

baik yang sudah memperoleh putusan hakim

berkehntan hukum tetap maupun yang masih dalam
proses peradilan pidana tidak pemah melibatkan

korporasi sebagai pelaku kejahatan perbankan.

Saingkali yang dijadikan p€laku addah manusianya

dan bukan korporasi, dalam hal ini lembaga
perbankan atau lembaga rekanan perbankan
(nasabah).

Beberapa contoh kasus kejahatan

perbankan mimlnya :

I . PT. BMA yang berkedok sebagai usaha Multi

Level Marketing dan menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk yang kurangjelas.

2. Tindakan manajemen Bank Global Tbk. untuk

melenyapkan sejumlah dokumen dengan cara

merendamnya di bak penampungan dan

menyiapkan duabuahtrukuntukmemindahkan

surat-surat berharga ke tempat tertentu.
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3. Komisaris dan direktur PT. Bank Cipta yang
menggunakandanamilikbankurtukkepentingan
perusahaan milik pribadi yang bersangkutan.
Penarikan dana tersebut dilakukan melalui
p€mbelian

4. ' Obligasi PT. Waterfront Securitas, pembelian

Surat Berharga Pasar Uang dari PT. Trisula
Supra, dan pembelian Nota Sertifikat Deposito
dari Bank Cennis (Zulkamain Sitompul, 2005 :
8-e).

Banyaknya kejahatan perbankan di
masyarakatblahmemunculkankeresahaq mengingat
eksistensi perbankan dibangun karena kepercayaan
masyamt<al epa@i dalam proses pelr.egakan hukum,
seringkali korporasi diabaikan sebagai pelaku

kejahatan padahal korporasi adalah subyek hukum
pidana"

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas,
maka perlu dibahas dan dianal isa tentang
pernasaananbagaimanahuhmpeftankanlrdonesia

mengetur kejahatan korporasi. Bagaimana UU
Perbankan mengaht tentang kejahatan korporasi.

PEMBAHASAI{

1. Hukum Perbankan Indonesia

Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor l0 Tahun 1998 tentang Perbankan

mendefinisikan perbankan adalah segala sesuatu yang

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melalaanakan kegiatan usahanya- Bank adalah badan
usaha yang menghimprur dana dari masyaraka dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
pemerataan, peftumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat
banyak.

Memrrut Undang-Undang PerbankarL bank
dibedakan menjadi 2jenis, yaitu Bank Umum dan
Bank Perkreditan Ralcyat.
Adapun usaha bank umum meliputi :
l. Menglimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan berupa giro, deposito berjangka,
sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan ihr.

2. Memberikan kredit.

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko

sendiri maupun untuk kepentingan dan atas
perintah nasabahnya

a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang

diakreptasi oleh bank yang masa berlakunya
tidak lebih lama dari kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud.

b, Surat-surat pengakuan hutang, dan kertas

dagang lainnya yang masa berlakurrya tidak
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lebih lamadari kebiasaan dalam pedagangan

surat-surat dimaksud.

c. Kertas perbendaharaan negar4 dan surat

jaminanpemerintah.

d. Sertifikat Bank Indonesia.

e. Obligasi.

f Surat dagang berjangka waktu sampai

dengan satutahrur.

g. Instumen surat berharga lain yang beda"gka

waktu sampai dengan satu tahun.

Memindahkan uang baik untuk kepentingan

sendiri maupun untuk kepentingan nasabah'

Manempatkan dana pad4 meminjam dana dari,

atau meminj amkan dana kepada bank lain baik

dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi matpundenganwesel rurjr:lq celq

atau sarana lainnya.

Menerima pembayaran atas tagihan surat

bedrargadanmelakukanperhitturgandenganatau

antar pihak ketiga.

Menyediakan tempat unfirk menyimpan barang

dan surat berharga.

Melalnrkankegiatanpenitipar, untukkepentingan

pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah

kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat

berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

I I . Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu

kedit, dan kegiatan wali amanat.

12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakr:kan

kegiatan lain berdasarkan prinsip sejarah" sesuai

dengan ketentuan dan ditetapkan oleh Bank

Indonesia"

13. Melakukankegiatan lainyang lazim dilakukan oleh

bank sepanjang tidak bertentangan dengan

undang-undang perbankan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bark

Indonesia.

15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada

bank atau perusahaan lain di bidang keuangan,

seperti sewa guna usaha, modal ventura,

perusahaan efek, asuransi, serta lernbaga kliring

penyelesaian dan penyimpanan, dengan

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bark

Indonesia

16. Melalarkan kegiatanpeny€rban modal semer ara

untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau

kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip

sejarah, dengan syarat harus menarik kembali

penyertaannya dengan memenuhi ket€ntuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia-

17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan

pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan dana

pensiun yang berlaku.

7.

8.

9.
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Sedangkan usaha Bank Perlaeditan Rakyat meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentr:k

simpanan berupa deposito berjangka, dan atau

benhrk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit.

3. Muryediakan pernbiayaan dan penempatan dana

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh bank.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat

Bank Indonesia, deposito berjangk4 tabrmgarU
sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank

lain

Dengan banyaknyajenis usaha yang dapat

dilalaftan oleh bank, baik Bank Umum mauprm Bank

Perkreditan Rakyat, maka Bank Umum dan Bank

Pedseditan Ralqat harus mempunyai bentuk hukum

yangjelas karena bank merupakan salah satu subyek

hukum. Bentuk hukum yang jelas karena bank

merupakan salah satu zubyek hukum. Bentuk hukum

suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas,

Koperasi atau Perusalnan DaeratL sedangkan b€ntuk

hukum bank Perkeditan Rakyat dapat berupa

Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas,

atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan

pemerintah.

2. Kejahatan Perbankan

Undang-Undang Perbankan t idak

memberikan penjelasan eksplisit tentang pengedian

kejahatan perbankan. Namun pasal 5l ayat(l)W

Perbankan menyebutkan bahwa tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 46,pasal47 ,
pasal 47A, pasal 48 ayat ( I ), pasal 49, pasal 50 dan
pasal 50A adalah kejahatan.

Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah
sebagai berikut :

(a) Pasal46 UU Perbankan menyebutkan :
(l) Barang siapa menghimpwr tlaru dari masyarakat,

dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari
pimpinanBankkdonesiasebagaiman:adimaksud

dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara

sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15

tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.

I 0.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dan
paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (Dua

Ratus Miliar Rupiah).
(2) Dalamhal kegiatan sebagaimanadimaksuddalam

ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang

berbentuk perseroan terbatas, perserikatan,

yayasan, atau koperasi, maka penuntutan

terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik

terhadap mereka yang memberi perintah

melakukan perbuatan itu atau yang bertindak

sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau

terhadap kedua-duanya.

Adapun ketentuan pasal 16 UU Perbankan mengatur

tentang perijinan yaitu :
(l) Setiap pihak yang melakukan kegiatan

penghimpunan dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan waj ib terlebih dahulu
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mernpercleh ijin usaha sebagai Bank Umwn atau

Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank

Indonesi4 kecuali apabilakegiatan menghimpun

dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan

Undang-Undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh ijin usaha Bank Umum dan

Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (l), wajib dipenuhi persyaratan

sekurang-kurangnYa tentang :

a. Sustman organisasi dan kepengurusan;

b. Permodalan;

c. Kepemilikalt;

d. Kealrlian di bidang Perbankan;

e. Kelayakan rencana kerja;

(3) Persyaratan dan tata cara perijinan bank

sebagimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan

oleh Bank Indonesia.

(b) Pasal4? UU Perbankan menyebutkan I

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis

atau ijin dari pimpinan Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 I , pasal

41A dan pasal 42, dengan sengaja memaksa

bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan

ketemagan sebagaimana dimaksud dalam pasal

40, diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangrya 2 tahun dan paling lama4 tahun serta

denda sekurang-kurangnYa RP'

10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dan

paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (Dua

Ratus Miliar Rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai

Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja

memberikanketeranganyangwajib dirabasiakan

menurut pasal 40, diancam dengan penjara

sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,-

(Empat Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.

8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah).

Adapun Pasal40, Pasal4l, Pasal4lA dan

pasal 42 UU Perbankanmengatur tenhng rahasia

bank.

Pasal 40 UU Perbankan :

(l) Bank wajib merahasiakan keterangan

mengenai nasabah penyimpan dan

simpanarry4 kecuali dalam hal sebagaimana

dimaksud dalam pasal 41, pasal 4l A, pasal

42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat ( 1) berlaku pula bagi pihak terfiliasi.

Pasal4l UU Perbankan :

(l) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan

Bank Indonesia atas pertimbangan Menteri

Keua4anb€r$/Enangmengeluakanpaintah

tertulis kepada bank agar memberikan

ketemngan dan memperlihalkan bukti t€rtulis

serta surat-surat mengenai keadaan

keuangan nasabah penyimpan tertentu

kepada pejabat Pajak.
(2) Perintah tertulis dimaksud dalam ayat (l),

harus menyebu&an nama pejabat pajak,

Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Perbankan
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dan nama nasabah wajib pajak yang
dikehendaki keterangarmya.

Pasal 4lA Undang-Undang Perbankan :
(l) Untuk menyelesaikan piutang bank yang

sudah diserahkan kepada Badan Urusan
Piutang dan klang Negara / Panitia Urusan
Piutang Negara untuk memprotes
keterangan dan bank mengenai simpanan
nasabah debitur.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
diberikan secara tertulis atas permintaan
tertulis dari Kepala Badan Urusan piutang

dan hlang Negara / Ketua Panitia Urusan
Piutang Negara.

(3) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
ayat Q) harus menyebutkan nama dan
jabatan p€jabat Badan Urusan Piutang dan
klang Negara / Panitia Urusan Piutang
Negara, nama Nasabah Debitur yang
bersangkutan dan alasan diperlukannya
keterangan.

Pasal42 Undang-Undang Perbankan :
(l) Untuk KepentinganPeradilan dalam pe*ara

pidan4 Pimpinan Bank Indonesia dapat
memberikan ijin kepada polisi, jaks4 atau
hakim untuk memperoleh keterangan dari
bank mengenai simpanan tersangka atau
terdakwa pada bank.

(2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan secara tertulis atas pennintaan

tertulis dari Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua
Mal*amahAgung.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) harus menyebutkan nama dan
jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama
tersangka atau terdakwa, alasan
diperlukannya keterangan dan hubungan
perkara pidana yang bersangkutan dengan
keterangan yang diperlukan.

(c) Pasal47A UU Perbankan menyebutkan :
Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau
pegawai bank yang dengan sengaja tidak
memberikan keterangan yang waj ib dipenuhi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan
pasal 44A, diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangrya 2 tahun dan paling lama ?
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
4.000.000.000,- (anpat miliarrupiah) dan paling
banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar
rupiah).

Adapunpasal42A UU Perbankan :
Bank wajib memberikan keterangan
sebagaimanadimaksud dalampasal 41A dan
pasal 42.

Pasal44AW Perbankan:
(l) Atas permintaarL per.setujuan afau kuasa dari

Nasabah Penyimpan yang dibuat secara
tertulis, bank wajib memberikan keterangan
mengenai simpanan Nasabah Penyimpan

KcJahaton Korporasi Dalan Huhtm Perbankan
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pada bank yang benangkutan kepada pihak
yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan
tersebut.

(2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah
meninggal dunia, ahli waris yang sah dari
Nasabah Penlmpan yang bersangkutan
berhak memperoleh keterangan mengenai
simpanan Nasabah Penyimpanan tersebut

(d) Pasal 48 ayat (1) UU Perbankan
menyebutkan:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau
pegawai bank yang sengaja tidak memberikan
keterangan yang waj ib dipenuhi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
dan pasal 34 ayat (l) dan ayat (2) diancam
dengan pidana penj ara sekurang-kurangnya 2
tahun dan paling lama l0 tahun serta denda
sekurang-kurangrya Rp. 5.000.000.000,- (lima
miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
I 00.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
Adapun pasal 30 ayat ( I ) dan ayat (2) serta pasal
34 ayat (l) dan ayat (2) UU Perbankan
mengatur tentang pembinaan dan pengawasan.
Pasal 30 UU Perbankan :
(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank

Indonesia segala keterangan, dan penjelasan
mengenai usahanya menurut tata cara yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib
memberikan kesempatan bagi pemeriksa

buku-buku, dan berkas-berkas yang ada
padany4 serta wajib memberikan bantuan
yang diper.lukan dalam rangka memperoleh
kebenaran dari segala keterangan, dokumen
dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank
yang benangkutan.

Pasal 34 Perbankan :
(l) Bank wajib menyampaikan kepada Bank

Indonesia nerac4 dan peftitmgan laba / rugi
tahunan serta penjelasannya, serta laporan
berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

(2) Neraca, serta perhitungan laba / rugi
tahunannya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (l) wajib terlebih dahulu diaudit oleh
akuntan publik.

(e) Pasal49 UU Perbankan menyebutkan :
( I ) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau

pegawai bank yang dengan sengaja :
a. Mcmbuat atau menyebabkan adanya

pencatatan palsu dalam pembukuan
atau dalam laporan, maupun dalam
dokumen laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu
bank;

b. Menghilangkanatautidakmemasukkan

atau menyebabkan tidak dilakukannya
pencatatan dalam pembukuan atau
dalam laporan, maupun dalam dokumen
atau laporan kegiatan, kegiatan usah4

Kejahalan Korporasi Dalam Hukum Perbankan
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laporan transaksi atau rekening suatu
bank;

c. Mengubah, mengaburkan,

menyembunyikan, menghapus atau
mengfuilangkanadanyasuatupencatatan

dalam pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen atau laporan
kegiatan usah4 laporan transaksi atau
rekening suatu bank, atau dengan
sengaja mengubah, mengaburkan,
menghilangkan, menyanbunyikaq atau
merusak catatan pembukuan tersebut,
diancam dengan pidana penjara

sekurang-kurangnya 5 tatrun danpaling
lama l5 tahun seda denda sekurang-
kurangnya Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluhmiliarnpiatr)danpalingbar)€k

Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus
miliarrupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau
pegAwai bank yang dengan sengaja :

a. Mernintaataumenerim4mengizinkan

atau menyetujui untuk menerima suatu
imbalan, komisi, uang tambahan,
pelayanarL uang atau barang berharga,

rufukkeuntuganpribadinyaatauuntuk

keuntungankeluargany4 dalam rangka
mendapatkan atau berusaha
mendapatkan bagi orang lain dalam
memperoleh rung muka, bank garansi,

atau fasilitas kredit dari bank, atau
dalam rangka pembelian atau
pendiskontoan oleh $61ft atas saal-swzrt
wesel, surat promes, cek, dan kertas
dagang atau bukti kewajiban lainny4
ataupun dalam rangka memberikan
persetujuan bagi orang lain untuk
melaksanakan penarikan dana yang
melebihi batas kreditnya pada bank.

b. Tidak melaksanakan langkah-langkah
yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan
dalam undang-undang perbankan,

diancam dengan pidana penj ara
sekurang-kurangrya 3 tahun dan paling
lama 8 tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima

miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
I 00.000.000.000,- (seratus miliar
rupiah).

(f)  Pasal 50 Undang-Undang Perbankan
menyebutkan :

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak
melaksanakan langkahJangkah yang diperlukan
untuk memastikan ketentuan bank terhadap
ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan,
diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta
denda sekurang-kurangryaRp. 5.000.000.000,-
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(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.

1 00.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

(g) Pasal 50A Undang-Undang Perbankan

menyebutkan:

Pernegang saham yang dengan sensajamenyunrh

Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank

untuk melahrkan atautidak melahrkan tindakan

yang mengakibatkan bank tidak melalaanakan

langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan

dalam undang-undang perbankan, diancam

dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7

tahun dan paling lama 15 tahun serta denda

sekurang-kurangnya Rp. I 0.000.000.000,-

(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.

200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal 46, pasal 47,

pasal 47A, pasal 48 ayat (l ), pasal 49, pasal 50 dan
pasal 50A, maka kejahatan perbankan dapat

digolongkan ke dalam 4 bentuk kejahatan yaitu :

L Kejahatan perbankan yang berkaitan dengan

perizinan

2. Kejahatan perbankan yang berkaitan dengan

ralnsia bank.

3. Kejahatan perbankan yang berkaitan dengan

pengawasan dan pembinaan.

4. Kejahatan perbankan yang berkaitan dengan

usaha bank.

3, Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan

Korporasi secara etimologis sama dengan
corporatie dalam bahasa Beland4 corporation dalam
bahasa Inggris dan Jerman, serta corporatio dalam
bahasa latin.

Menurut Sutj ipto Rahardjo, korporasi
adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang

dioiptakannya ituterdiri dari "corpus ', yaitu sEuktur
fisilqladankedalamanryahukrmmernasr:kkanursw

"animus" yang membuat badan itu mempunyai
kepribadian. Oleh karena badan hukum itu
merupakan ciptaan hukum, maka kecuali
penciptaannyq kematiannyaprm juga ditentukan oleh

hukum @widja Praftno, 2004 : I 3).

Menurut Rudi Prasetyo. Kata korporasi

merupakan sebutan yang lazim dipergunakan

dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa
yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya

bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau
yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai

rechtspenooq atau dalam bahasa hggris disebut legal

urtitier atau corporation @widja Prayitno, 2004 : I 3).

Kita Undang-Undang Hukum Pidana

(selanjutnya disingkat KUHP) sebagai induk dari
peraturan perundang-undangan pidana di Indonesi4

tidak mengatur tentang korporasi sebagai subyek

hukum pidana

Namun pasal 59 KUHP menyebutkan

bahwa dalam hal-hal dimana karena pelanggaran

ditentukan pidana terhadap pengwus, anggota-
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anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris,

maka pengurus, anggota, badan pengurus atau
komisaris yang ternyatatidak ikut campur melalarkan
pelanggaran tindak pidana-

Berdasarkan ketentuan pasal 59 KUHP
tersebut maka dapat diartikan bahwa KUHP tidak
mengenal korporasi sebag,ai pelaku perbuatan pidana

untuk mengetahui korporasi sebagai subyek pidan4
maka perlu melihat pada undang-undang di luar
KUHP, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi, Undang-Undang Narkoba, Undang-
Undang Psikotopika dan lainlain.

Pengertiankorporasi dalam Undang-Undang
Tmdak Pidana Korupsi adalah sekumpulan orang dan
atau harta kekayaan png terorganisia baik
badan hukum ataupun bukan, bahkan dalam naskah

rancangan KUHP secara eksplisit disebut bahwa
korporasi merupakan subyek tindakan pidana,

korporasi adalah kwnpulantaorganisir dari orang dan
atau kekayaan, baik merupakan badan hukum
ataupun bukan.

Secara lengkap disebutkan juga dalam

rancangan KUHP tentang pertanggungiawaban

pidananya. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh
atau untuk korporasi, maka penuntutan dapat
dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap

korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusny4

atau pengurusnya saja. Korporasi tidak dapat
dipertanggungiawabkan dalam hukum pidana

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atas nama

dan untuk korporasi, jika kecuali secara khusus
memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut
termasuk dalam lingkungan usahanya yang temyata
dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain
yang berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang
bersangkutan.

Perkembangan korporasi-korporasi sebagai
subyek hukum pidana yang pada akhimya dapat
menjadi pelaku kejahatan adalah akibat dari
perkembangan masyarakat di bidang ekonomi,
khususnya dalam kegiatan usaha. Beberapa faktor

)angt€lah menjadikankorpomsi lebihmenguntungkan
dibanding perseorangan adalah sebagai berikut :
a. Kebutuhan rnodal dalamjunrlah besar, sehingga

menghasilkan usaha mengumpulkan dana
masyarakat secara intensif.

b. Perubahan dalam pemilikan yang dapat dilihat
kedalam kekuasaan dan hak-hak yang tidak
tampak seperti deposito, saham dan surat
berharga lafumya;

c. Kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar
(intemasional);

d. Korporasi semakin meluas dan b€rkr reqa dalarn

kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan
(Hamzah Hatrtk, 1996 :28).

Di bidang hukum pidan4 keberadaan suatu
badan hukum atau korporasi diterima dan diakui
sebagai zubyek hukum yang dapat melakukan tindak
pidana atau kejahatan serta dapat pula

dipertanggungiawabkan, hal tersebut didasarkan
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pada teori fiksi badan hukum yang bermula dari

pemikiran von Savigny.

W. Friedman sebagaimana dikutip oleh

Hamzah Hatrik menyatakan bawa teori fisik

menganggap kepribadian hukum merupakan

kesatuan-kesatuan dari manusia adalah hasil suatu

khayalan. Kepribadian sebenamya hanya ada pada

manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi,

lembagaJembaga tidak dapat menjadi subyek hak

dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah'olah

badan-badan itu manusia. (The Fiction Theory '..
Regard The Legal Personality of Entities Other

Than Human Being as The Result ofa Fiction

States, Corporations, Institutions, can not be

subject of the rights and persons, but they are

treated as if they were persons). (Hamzah Hatrik,

1996:30-31).

Dalam perkembangan hukum pidana di

Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban

korporasi sebagai subyek hukum pidana yaitu :

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka

penguruslah yang bertanggungiawab;

b. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang

bertanggwrgjawab;

c. Korporasi sebagai pembuat dan yang

bertanggungjawab. (Hamzah Harik, 1996 : 3).

4, Kejahatan Korporasi Dalam Hukum

Perbankan Indonesia

Kejahatan korporasi dalam hukum

perbankan Indonesia dapat dianalisa melalui Undang-

Undang Perbankan Secara eksplisit Undang-Undang

Perbankan tidak mengatu tentang korporasi sebagai

pelaku kejahatan pertankan, namun dalam beberapa

pasal dalam Undang-Undang Perbankan mengatur

tentang badan hukum sebagai subyek hukum pidana

Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Perbankan dapat berbentuk perseroan

terbalas, perserikatan, yayasan, atau koperasi.

Bentuk lain dari korporasi sebagai pelaku

kejahatan perbankan adalah bank itu sendiri. Bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak. Menurutjenisnya bank

terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat.

Bank Umum adalah bank Yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Bank Perkeditan Rakyat adalah bank

yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatarurya tidak memberikanjasa dalam lalu

lintas pembayaran.
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Adapun kejahatan perbankan yang dapat

dilakukan oleh korporasi menurut Undang-Undang

Perbankan adalah menghimpun dana masyarakat

dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari
pemimpin Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam
pasal 46 ayat (l) Undang-Undang Perbankan.

Menurut pasal 46 ayal (2) Undang-Undang

Perbankan, kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh

badan hukum, yaitu p€rseroan terbatas, perserikatan,

yayasan atau koperasi. Penuntutan terhadap badan

hukum yang melakukan kejahatan perbankan

sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (l ) Undang-

Undang Perbankan dilakukantedudap mer€kayang

memberi pedntah melakukan perbuatan itu atau yang

bertindak sebagai pimpinan dalam perbuabn itu atau

terhadap kedua-duanya.

Menganalisa ketentuan pasal 46 Undang-

Undang Perbankan, maka sistern bertanggungiawab
pidana korporasi menganut sistem batrwa korporasi

sebagai pembuat dan pengurus yang

bertanggungiawab. Narnun dalafir ket€nhun pasal 52

dan pasal 53 Undang-Undang Perbankan

dimungkinkan adanya sanksi administrasi berupa
pencabutan izin usaha bank yang benangkutan.

PENUTTJP

Berdasarkan pada uraian pada bab
pembahasan maka dapat disimpulkan batva Hukum

Pertankanlrdonesiayang benlujud Undang-Undang

Peltankanmenganutko'rporasi sebagai zubyekhukum

pidana. Korporasi dalam Undang-Undang

Perbankan mempwryai pengertian yang lebih sempit

dibanding pengertian korporasi dalam hukum pidana

Pengertian korporasi dalam Undang-Undang

Perbankan menyerupai pengertian korporasi dalam

hukum perdat4 yaitu disamakan dengan badan
hr.tkun

Bentuk pertuabn yang dapat dilakr:kan oleh
korporasi adalah menghimpun dana masyarakat
dalam butuksimpa'untanpaizin rsahadari pimpinan

Bank IndonesiaAdapun sistem pertanggungjawaban
pidana korporasi penetapan korporasi sebagai
pembuat dan pengurus yang bertanggungiawab.
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